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KINERJA PEREKONOMIAN
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Berdasarkan nilai /uminosity index* dalam periode 10 November — 21 November 2020, aktivitas
perekonomian pada Wilayah Indonesia Tengah dan Timur mengalami peningkatan, sedangkan
sebagian besar Wilayah Indonesia Barat mengalami penurunan, kecuali Jawa Barat dan Jawa Tengah yang
masih ada peningkatan. Ibu kota dengan peningkatan aktivitas ekonomi tertinggi adalah Kota Kupang
(543 menjadi 6,96), Banda Aceh (3,52 menjadi 4,55), dan Manado (3,00 menjadi 3,95). Namun demikian,

terdapat ibu kota provinsi yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi, tertinggi di Kota Bandung (7,94
menjadi 1,72), Kota Gorontalo (3,51 menjadi 0,52), dan Jakarta (38,44 menjadi 35,57).

| Pertanian | Industri Pengolahan
|III||I|IIIIIlIIII---- - ‘Illll

Perdagangan & Reparasi Kendaraan

10 Nov | Pertanian dan industri pengolahan relatif
stagnan, kecuali di Jatim yang mengalami
penurunan dan Sulawesi yang mengalami
peningkatan. Untuk perdagangan & reparasi
kendaraan cenderung mengalami penurunan,
terutama Jatim, Jakarta, dan Jabar, sedangkan
di daerah lain cenderung stagnan.

o,
INDEKS MOBILITAS NASIONAL DAN DAERAH
NASIONAL - 29 November 2020 Top 3 & Bottom 3 Berdasarkan nilai mobility index* dalam
periode 10 November — 29 November 2020,
aktivitas perekonomian mengalami

penurunan (-0,051 ke -0,065). Per 29
November 2020, mobility index tertinggi
terjadi di Gorontalo (0,049), Sulbar (0,012),
dan Sulawesi Tenggara (0,008). Sedangkan
aktivitas terendah terjadi di DIY (-0,173),
Jakarta (-0,155), dan Bali (-0,123).

Sultra [ 0,008

m Jakarta
-0,173 )%
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Gorontalo . 0,049
Sulbar . 0,012

*sumber: NASA dikutip Prospera, CSIS Indonesia
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KINERJA FISKAL

T KD Januari s.d. 4 Desember 2020 (YoY)
(dalam triliun rupiah)
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*Realisasi TKDD Rp755,0 T atau 98,8%
dari pagu TKDD.

*TKDD yang disalurkan dari awal
November s.d. 4 Desember 2020
sebesar Rp57,0 T.

*BLT Desa telah disalurkan ke 74.311

desa sebesar Rp19,5 T kepada
8.019.855 KPM.

*Sampai akhir 2020, diperkirakan
realisasi TKDD mencapai Rp7634 T
(99,9%).

PEMERINTAH DAERAH

APBD i turunnya seluruh jenis belanja, kecuali Belanja Subsidi, Hibah, dan paling besar

Januari s.d. November 2020 (YoY)

(dalam triliun rupiah)

penurunan terbesar dari PA

D.

|+ Realisasi Pendapatan turun 3,3% dari Rp1.024,8 T menjadi Rp991,2 T (YoY) dengan

*Realisasi Belanja turun 8,2% dari Rp889,4 T menjadi Rp816,3 T (YoY), karena

Belanja Tak Terduga yang naik dari Rp0,7 T menjadi Rp28,5 T (YoY). Di Desember

diprediksi akan ada realisasi belanja cukup besar mencapai Rp269, 5 T.
*Realisasi pembiayaan netto mengalami penurunan 7,0% dari Rp60,2 T menjadi

Rp55,9 T (YoY) yang sumber utamanya dari penggunaan SILPA TA sebelumnya.

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

2019
Pendapatan Belanja

Apr

269.5

2020
' Forecasting

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH

. P St 2020 339,8
Pajak Daerah Retribusi Daerah @ 2010 NS 343,7
166,3 . 184,4 7,5 . 83 Belanja Barang
4 2020
'V Penurunan 57 0 mm— 2054
i Pajak B Retribusi Perizinan Belanja Modal
] Rokok E Tertentu (-1%) E 2020 4,5
2oro 24,3
Pajak
@ N?éal.B 7 Retribusi (_3%) Belanja Lainnya
& JasaUmum 2020 211,2
W 20— 216,0
'V Penurunan E Retribusi (-31%) \ Belanja Tidak Terduga
£ Bea Perolehan Hak Jasa Usaha =y 2020 285
| % atas Tanah dan (-18%) =7 2019] 07

2020 @ 2019

Belanja Pegawai

Bangunan (BPHTB) .
Hasil Pengelolaan
Pajak (-56%)

Hotel Kekayaan Daerah

Pajak yang Dipisahkan

TA Sehelumnya
I ‘ 2020 59,4
(TSN 66,9

POSISI KAS DAERAH
AGREGAT PROVINSI TERTINGGI

U

BELANJA BERDASARKAN FUNGSI JAWATIMUR  JAWABARAT  JAWA TENGAH

P han &
Restoran (-40%) m
) 89 ® 76 3166 2968
Pajak 255,9
Hiburan (-60%) e 242,6
Lain-lain PAD 1285

Pajak Bahan Bakar Kendaraan 120,7
Bermotor (PBBKB) (-1%) anesah 892 618 57, 500 454
Bea Balik Nama Kendaraan 51,8 . 51,0 . .
Bermotor (BBNKB) (-26%)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

» Pembatasan aktivitas menyebabkan turunnya realisasi pajak konsumtif, seperti pajak hotel (-56%), pajak restoran

(-40%), dan pajak hiburan (-60%), walaupun penurunan PBBKB sudah tidak terlalu dalam (-1%) yang diindikasikan
karena adanya peningkatan mobilitas penduduk akhir-akhir ini.

47,5% dari total anggaran penanggulangan COVID-19.

* Realisasi belanja daerah masih bertumpu pada realisasi belanja pegawai dan barang/jasa sebesar 63,8% (Rp520,7 T).
* Realisasi Belanja Tak Terduga masih perlu diakselerasi, karena serapan belanja penanganan COVID-19 baru mencapai
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KINERJA DAYA SAING DIGITAL INDONESIA

Skor Daya Saing Digital Provinsi di Indonesia (East Ventures Indonesia, 2020)
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.ASPEK INPUT DAN OUTPUT
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Aspek input merupakan aspek utama dalam
mendukung terciptanya ekonomi digital,
sedangkan aspek output menggambarkan
sejumlah pilar hasil atas ekonomi digital.

Dari sisi input dan output, hampir semua
daerah memiliki aspek output yang lebih
rendah daripada aspek input. Hal ini
mengindikasikan ~ bahwa  hampir  semua
provinsi belum mampu mengoptimalkan
input, baik SDM, maupun penggunaan
teknologi untuk mengembangkannya menjadi
output seperti perekonomian, kewirausahaan
dan ketenagakerjaan.

2
.ASPEK PENUNJANG

Aspek penunjang adalah yang mendukung
secara tidak langsung  pengembangan
ekonomi digital.

Sementara itu, dari sisi penunjang, terlihat
bahwa pemerintah telah cukup mendukung
perkembangan ekonomi digital melalui
penyediaan infrastruktur dan regulasi yang
mendukung teknologi digital. Wilayah yang
masih  memerlukan dukungan infrastruktur
digital antara lain wilayah Maluku, Papua, dan
Sulawesi.

Jarme:

66

Indeks Daya
Saing Digital
adalah alat yang
digunakan untuk
mengukur kondisi
ekonomi digital di
Wilayah Indonesia

T erdasarkan tiga
i B = = 5} E = 3 . .

g 5 : 2 f -_f_ S 5§ aspek yaitu input,
£F "5 EE3 output, dan
2 7 gz penunjang.

29

Skor Input-Output Daya Saing Digital Daerah

Halmantzn W Hzlusu dan Pepua

(East Ventures Indonesia, 2020)
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Secara umum, daerah di Jawa merupakan daerah
dengan daya saing digital tertinggi. Selain itu, daya
saing digital terendah tidak terkonsentrasi di
wilayah tertentu. Hal ini menarik, karena
ketimpangan daya saing digital bukan antara
wilayah Barat dan Timur, namun antara Jawa dan
Non Jawa.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk beberapa
wilayah, dukungan infrastruktur masih
diperlukan untuk mengejar ketertinggalan

terhadap wilayah lain, namun di beberapa wilayah
seperti Jawa, dukungan lebih diarahkan dalam
pengembangan SDM maupun UMKM agar lebih
familiar dengan teknologi untuk pengembangan
usahanya.
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KINERJA PENERAPAN
E-GOVERNMENT

Ketersediaan E-Planning/E-Budgeting

Status Penggunaan Aplikasi E-planning dan E-
budgeting Tahun 2020 oleh Pemda

Jenis Aplikasi E-planning yang digunakan Pemda

A 529 V 13
Aktif Tidak/Sebagian Aplikasi Aktif .
¢} mempangun 2Pemda o 15Pemda o 7Pemda o 111Pemda o 51Pemda o 3 Pemda
sendiri Pengguna  Pengguna Pengguna  Pengguna Pengguna Pengguna
. . . . o 2 Pemda o Developer: o Developer: o Developer: o Terdiri dari o E-Keuangan,
Jenis Aplikasi E-budgeting Penatausahaan Pengguna BPKP BPPT Kemendagri  berbagai E-Planning,
i o Prov. Sumut versi. Simakda

Keuangan yang digunakan Pemda & Prov. Developer PT

Maluku USADI

‘ E-Budgeting
14 Pemda Pengguna
Ada yang dikembangkan

E-Keuangan dari SIMDA: Kab. Malang

4 Pemda Pengguna
Dikembangkan masing-masing Pemda

6 Pemda Pengguna

2 Pemda Pengguna
Kab. Luwu Timur dan Kab. Soppeng

SIAKUDA
3 Pemda Pengguna

13 Pemda Pengguna

SIMDA
387 Pemda Pengguna

SIPAPBD
5 Pemda Pengguna

69 Pemda Pengguna
Berbagai versi

‘ Aplikasi

Lainnya
2 Pemda Pengguna

11 Pemda Pengguna

17 Pemda Pengguna

Versi bervariasi.
Developer: BPKP

Jenis Aplikasi E-budgeting Perencanaan
APBD yang digunakan Pemda

@ siPD
541" Pemda Pengguna
Developer: Kemendagri

" Kab. Bangka Selatan tidak menggunakan jenis
aplikasi apapun untuk pengelolaan keuangan
daerahnya

Dukungan Fiskal APBD terhadap TIK

Terdapat 531 Daerah yang menganggarkan Program TIK dalam APBD 2020.

Besaran anggaran v Besaran anggaran Besaran anggaran Besaran anggaran
A Tertinggi Terendah

Rata-rata dalam miliar rupiah
‘ovinsi .)ta Kabupaten
A 4588 A 91,6 A 553
Provinsi DKI Jakarta Kota Cimahi Kab. Majalengka
v 121 Vv 235 Vv 0,74
Provinsi DI Yogyakarta Kota Tual Kab. Tapanuli Selatan
@® 438 @ 1494 ® 9,11
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PERINGKAT KOTA CERDAS

2019

PEMBAGIAN GOLONGAN KOTA

” I KOTA BESAR

Penduduk > 1 juta jiwa
ny

KOTA SEDANG

jiwa

KOTA KECIL
Penduduk 200 ribu - 1 juta N ) Penduduk < 200 ribu jiwa

e ———————————————)

KATEGORI PENGHARGAAN

SMART CITY

Besar : Semarang, Surabaya, Batam,
Bandung, Tangerang

Sedang: Samarinda, Yogyakarta,
Jambi, Banjarbaru, Pontianak

Kecil : Magelang, Bontang,
Pariaman, Padang Panjang,
Pare-pare

INTEGRATION READINESS

SMART ECONOMY

Besar : Semarang, Surabaya,
Batam, Bogor, Bandung

Sedang: Surakarta, Jambi, Cimahi,
Manado, Banjarbaru

Kecil : Pariaman, Magelang,
Bontang, Padang Panjang,
Mojokerto

Besar : Semarang, Surabaya,
Tangerang, Tangerang
Selatan, Bogor, Bandung,
Batam

Sedang: Samarinda, Pontianak,
Jambi, Cimahi, Yogyakarta,
Manado, Malang

Kecil : Magelang, Bontang,
Pariaman, Padang Panjang,
Mojokerto

DIGITAL GOVERNMENT READINESS

Besar : Surabaya, Bandung,
Semarang, Tangerang
Selatan, Tangerang

Sedang: Samarinda, Surakarta,
Cimahi, Kediri, Madiun

Kecil : Bontang, Pariaman,
Padang Panjang,
Magelang, Pare-pare

DEVELOPMENT & MANAGEMENT
Besar : Surabaya, Semarang, Bandung,
Tangerang Selatan, Tangerang
Sedang: Samarinda, Pontianak,
Yogyakarta, Jambi, Cimahi
Kecil : Magelang, Bontang, Pariaman,
Padang Panjang, Pare-pare

SAFE & SECURE CITIES

SMART SOCIAL

Besar

Sedang:

Kecil

: Semarang, Bandung,

Bogor, Surabaya,
Tangerang Selatan
Samarinda, Denpasar,
Jambi, Banjarbaruy,
Surakarta

: Bontang, Pariaman,

Magelang, Mojokerto,
Padang Panjang

SMART ENVIRONMENT

Besar

Sedang:

Kecil

: Semarang, Bogor,

Surabaya, Batam,
Tangerang
Surakarta,
Banjarbaru, Jambi,
Probolinggo, Madiun

: Bontang, Pariaman,

Mojokerto,
Magelang, Padang
Panjang

SMART HEALTH

Besar : Semarang, Bogor,
Bandung, Bekasi,

Tangerang

Sedang: Samarinda, Surakarta,
Jambi, Madiun,
Denpasar

Kecil : Pariaman, Magelang,

Salatiga, Padang
Panjang, Bontang

Besar : Bandung, Semarang, Surabaya, Bogor,

Batam

Sedang: Samarinda, Pontianak, Banjarbaru,

Denpasar, Manado

Kecil : Pariaman, Bontang, Magelang, Mojokerto,

Pare-pare

> > 6



EDITORIAL

AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK

Transformasi digital sejak awal tahun 2000-an membuat dunia berubah begitu cepat. Apabila ingin tetap relevan
dengan perubahan ini, seluruh sektor dituntut untuk menyesuaikan diri, termasuk sektor layanan publik. Tapi,
tidak dapat dipungkiri proses digitalisasi layanan publik masih belum optimal. Padahal digitalisasi layanan publik
dapat mendorong pemenuhan standar layanan yang lebih dan kemudahan berusaha. Salah satu indikator untuk
menilai iklim investasi suatu negara adalah ease of doing business. Pada tahun 2020, skor kemudahan berbisnis
Indonesia naik 1.64 poin menjadi 67.96, tetapi peringkatnya masih stagnan di level 73 dan masih belum dapat
bersaing dari peringkat negara-negara tetangga, misalnya Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Prinsip Transformasi Digital

.ertama reformasi djgital pelayanan publik bergngkat dari prinsip pemenuhan kebutuhan .masyarakat dalam

rangka terciptanya kepercayaan (public trust) pada pemerintah. Dalam konteks ini, kepercayaan
publik tentu tidak bisa didefinisikan hanya sebatas masyarakat masih menggunakan layanan publik mengingat
layanan publik bersifat monopolistik dan tidak ada persaingan. Oleh sebab itu, digitalisasi layanan publik harus
berorientasi menemukan lebih banyak masalah lalu menghadirkan solusi sistemik yang mengubah tatanan
kehidupan bermasyarakat. Reformasi digital sektor pelayanan publik seharusnya membantu pemerintah lebih
memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan menyelesaikan
permasalahan tersebut. Kondisi ini sebenarnya sudah menjadi modal dalam upaya akselerasi digitalisasi layanan
publik. Ke depan, proses digitalisasi layanan publik perlu diperkuat dengan berorientasi pada masyarakat (publik
centric) agar digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah tepat sasaran dan tepat guna sesuai kebutuhan.

‘edua kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Pemerintah disemua level pemerintahan
perlu untuk berkolaborasi dan melakukan transfer pengetahuan guna mengatasi permasalahan

yang dihadapi. Pentingnya kolaborasi seharusnya dilakukan, karena permasalahan publik terlalu luas untuk

diselesaikan sendiri. Banyak model yang bisa diterapkan pemerintah untuk mendorong kolaborasi yang efektif.

Salah satunya melakukan /nnovation procurement berkesinambungan.

‘eti 5 interoperabilitas dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Pada industri digital, data
g diperlakukan secara efektif dan efisien. Industri digital menjadikan data sebagai komponen utama
dalam proses bisnis, dibuat terinteroperabilitas, dan dapat digunakan untuk proses analisis dan pengembangan
layanan. Integrasi data juga harus diikuti dengan perlindungan data dan privasi.

NI JUMLAH  JUMLAH Berdasarkan survey kepada 290 Pemda atas proses rekonsiliasi
REKON PEMDA  PEMDA % keuangan daerah, 28% Pemda menyelesaikan rekonsiliasi pada
83 83 8 62% tanggal 1-5 setiap bulannya; 48% Pemda menyelesaikan
224 141 28.62% rekonsiliasi Pada tanggal 6-10; 21% PerT?da. menyelesaikan
273 49 16'90‘V rekonsiliasi di atas tanggal 10. Alasan yang diberikan bermacam,
adel yaitu menginput ulang data secara harian, 1 mingguan, 2
280 7 241% mingguan, 3 mingguan, bahkan bulanan. Ini menunjukkan bahwa
290 10 3.45% digitalisasi pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan agar proses
290 pengambilan kebijakan dan pengelolaan keuangan menjadi efisien.
Bahkan data keuangan dapat dilaporkan secara real time.
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Menjaga Digitalisasi Pelayanan Bermanfaat dan Aman

Sesuai Peraturan Perundang-undangan
Terintegrasi dan Berbagi Data

Transfer of Knowledge
Kesinambungan Pemeliharaan

Mudah Digunakan

® Pengawasan Berkelanjutan

Jumlah Pemda

50

15 610 11-15 16-20 -20

Tanggal Rekon

Pandemi Covid-19 mengajarkan kita tentang pentingnya peran pemerintah. Pada kondisi yang serba tidak pasti,
masyarakat sangat bergantung kepada pemerintah. Pandemi juga memaksa kita mengakui bahwa transformasi
digital layanan publik masih tertinggal sangat jauh. Paling sederhananya, kita masih menyaksikan antrian layanan
publik di tengah imbauan untuk menjaga jarak dan protokol kesehatan.

> > 7



INOVASI DAERAH

KOTA BOGOR

Bogor Menuju Smart City

Kota Bogor memiliki misi untuk ‘Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi
informasi dan komunikasi’. Pembangunan Smart City tersebut tentu memerlukan persiapan di berbagai aspek,
dengan memperhatikan antara lain faktor demografi. Bogor memiliki piramida penduduk yang didominasi usia
produktif sebagai potensi yang besar untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru program smart city. Untuk itu,
Pemerintah Bogor telah menyusun desain Masterplan Smart City Kota Bogor Tahun 2017-2021. Hal ini juga
dilakukan berdasarkan hasil penilaian Kementerian Kominfo bahwa Kota Bogor telah dinyatakan memiliki
kesiapan Daerah Cerdas atau Smart City Readiness sebagai bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City.
Desain struktur smart city Kota Bogor yang sedang dibangun melingkupi enam dimensi :

SMART BRANDING
Tourism Branding, ekspose produk
daerah dan wisata daerah melalui
website.

SMART GOVERNMENT
Website Kota Bogor
memuat informasi
untuk warga dan
terintegrasi  dengan
layanan terkait
kependudukan,

perizinan, pajak dan
retribusi daerah, serta
ketenagakerjaan.

SMART LIVING
Harmonisasi tata ruang wilayah melalui
program  “Bogor  Sejuta Taman”.
Mewujudkan sarana prasarana
kesehatan ~ melalui  pembangunan
aplikasi SIM Puskesmas dan Sistem
Informasi Rujukan RS.

SMART ECONOMY

Pelatihan  kewirausahaan
—— berbasis e-commerce,
penerapan e-warung untuk
memudahkan  pembelian
bahan pangan oleh
masyarakat.

SMART ENVIRONMENT
Pengembangan program
proteksi lingkungan dan
mengembangkan tata Kelola
sampah dan limbah.

SMART SOCIETY

Pelaksanaan e-learning.
Penerapan sistem keamanan
masyarakat melalui  aplikasi
Dashboard  Smart  System,

Smart Energy, Tree Cencus, dsb.

Pemerintah  Kota Bogor dalam  komitmennya
membangun smart city telah menyediakan jaringan
broadband access untuk masyarakat. Salah satu
indikator infrastruktur digital yang telah dibangun
diantaranya 100% wilayah Bogor telah memiliki
jaringan 4G/3G. Selain itu, suprastruktur juga telah
disiapkan oleh Kota Bogor diantaranya membentuk dan
menetapkan Dewan Smart City Kota Bogor yang
secara umum bertugas untuk memberikan arahan,
persetujuan, serta pengawasan dalam pelaksanaan
program Smart City. Adapun Kota Bogor juga telah
menggandeng beberapa perguruan tinggi untuk ikut
andil dalam Tim Pelaksana Smart city Kota Bogor

™ Anugerah Gatra untuk kategori Infrastruktur
'Inovasi Pembangunan Smart City (Tahun 2019)

* Smart City Nusantara dari Telkom Indonesia
(Tahun 2016 dan 2017)

W Juara I kompetisi bidang teknologi informasi
Big Idea : Plan, Challenge, Imagine Cup yang
diselenggarakan Microsoft Corporation (2017)

¥ Best Website Award In Government dari Bubu
Awards v.10 (2017

> > > > 8



KABAR DAERAH

Pemkot Batam terus menyempurnakan
Batam menuju smart city. Selain layanan
publik, semua transaksi termasuk pajak dan
retribusi juga akan di transformasi secara
digital. Saat ini, Pemkot Batam sudah
menerapkan nontunai di sebagian sektor pajak
dan retribusi. Pada tahun 2018-2019, Dengan
digitalisasi, pajak Pemkot Batam dari beberapa
sektor hotel, restoran dan hiburan meningkat
30 persen. Upaya yang dilakukan Pemko
Batam yaitu dengan memasang tapping box
atau alat monitoring transaksi usaha secara
online yang dipasang di mesin kasir untuk
menghitung setiap transaksi yang terjadi di
tempat usaha. Ke depan, dengan penerapan
sistem digital di semua sektor, berharap Kota
Batam akan benar-benar menjadi smart city
sekaligus memperkuat APBD Batam.
https://katabatam.com/

i

Pemkot Tarakan melalui Dinas
Perhubungan  membuat  inovasi  untuk
mempermudah masyarakat membayar parkir.

Saat ini terdapat tiga pilihan yang bisa
dilakukan warga saat membayar parkir.
Pertama dengan berlangganan selama 1

tahun, kedua, membayar secara tunai, dan
yang ketiga dengan berbasis Quick Response
Code Indonesia Standard (QRIS). Selain
mempermudah masyarakat dalam bertransaksi
membayar parkir, penggunaan uang non tunai
juga sebagai upaya mencegah penyebaran
Covid-19. Selain itu, juga untuk meminimalisir
kebocoran pendapatan retribusi dari sektor
parkir.

https://korankaltara.com/

Mengilhami kesuksesan
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Perizinan yang dilaksanakan pada Badan
Perizinan dan Penanaman Modal, Kabupaten
Sragen kemudian membuat program Unit
Pelayanan Terpadu Penanggulangan
Kemiskinan (UPTPK). Dimana unit pelayanan
publik yang berfungsi memberikan pelayanan
dan penyaluran bantuan bagi masyarakat
miskin di Kab. Sragen dengan one stop service.
Diharapkan keberadaan UPTPK ini akan
menyederhanakan pelayanan terhadap
masyarakat miskin.
https://sepakat.bappenas.go.id/

<

Percepatan digitalisasi layanan
menjadi salah satu kebutuhan utama di tengah
masa adaptasi kebiasaan baru. Pemkot
Cirebon berkolaborasi dengan Bank BJB
sebagai lembaga keuangan sekaligus mitra
inovasi pemda dalam melakukan upaya
digitalisasi layanan. Salah satu kolaborasi yang
dilakukan adalah penggunaan teknologi QRIS
untuk medium bayar yang dilakukan untuk
sejumlah fasilitas, termasuk pembayaran
retribusi parkir, retribusi pengujian kendaraan
bermotor, dan Pembayaran PBB-P2.
Elektronifikasi  transaksi Pemkot Cirebon
merupakan aktivitas yang bertujuan untuk
memudahkan para warga Kota Cirebon agar
dapat menikmati kemudahan pembayaran
layanan pemerintah daerah tanpa harus
bersentuhan atau berkontak fisik.
http://www.ayopurwakarta.com/

E-Government sedang dibangun oleh
Pemerintah Kabupaten Bone melalui program
kerja Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian ~ 2018-2023. Penerapan E-
Government di era globalisasi dan modern
saat ini dinilai mampu menjalankan sistem
pemerintahan yang lebih efisien, efektif, cepat,
akurat, dan  transparan  serta  dapat
meningkatkan hubungan interaktif dengan
dunia. Dalam pelaksanaan e-Gov terdapat dua
program yang dibangun dan dikembangkan
Pemerintah Kabupaten Bone, di antaranya
Smart  Office  (Jaringan  e-Gov  yang

A, menghubungkan antar Instansi Pemerintah),
Smart  City  (Jaringan e-Gov yang
menghubungkan semua Kecamatan, Desa dan
Kelurahan).
https://bone.go.id/

1
Dewan Kerajinan Nasional

Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan
Barat berharap digitalisasi pasar Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) terus didukung
dalam meningkatkan daya saing. Dekranasda
Provinsi Kalbar bertekad akan merealisasikan
program digitalisasi pasar untuk membantu
UKM se-Provinsi Kalbar agar bisa menembus
pasar dunia. Dalam menanggulangi COVID-19,
UMKM dapat menjual produk-produknya
melalui media daring. Untuk meningkatkan
daya saing, Dekranasda berharap dapat
berperan penting dalam membantu UMKM
agar bisa meningkatkan kualitas produknya.
https://daerah.sindonews.com/
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< /‘\ Y AIFA — ARTIFICIAL INTELLIGENCE

\ @ ¢! FORFINANCIAL ADVISOR
BAGI PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) sangat pesat akhir-akhir ini. Kolaborasi antara kecerdasan manusia
dengan kecepatan mesin menjadi sangat penting untuk memproses dan menganalisis secara terstruktur data yang besar
dengan kecepatan pengolahan melebihi kemampuan manusia (Mannes, 2020). Dalam rangka meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan daerah, tulisan ini mengusulkan sebuah model Al sebagai financial advisor bagi pemerintah daerah
berdasarkan data transaksi secara rea/-time melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Model ini diharapkan dapat
memperkuat peran DJPK sebagai unit yang bertanggung jawab untuk mengelola hubungan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan pemerintahan daerah. Model ini terdiri dari tiga modul, yaitu (i) evaluasi kinerja APBD menggunakan pendekatan
exploratory data analysis, (ii) forecasting pendapatan dan belanja daerah menggunakan exponential smoothing dalam
rangka perbaikan kualitas manajemen kas, dan (iii) fraud detection menggunakan Benford's Law sebagai early warning
system. Model ini bertujuan untuk menyediakan financial advice secara real-time dan otomatis dalam rangka meningkatkan
kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga data keuangan daerah yang disampaikan ke SIKD dapat lebih relevan

dalam proses pengambilan kebijakan menuju data-driven culture.

Latar Belakang

Akhir-akhir ini, pemanfaatan teknologi tidak dapat dihindari, termasuk juga di bidang financial advisor. Mesin dengan
kecerdasan buatannya (Al) sudah dapat menyediakan financial advice dalam skala dan kecepatan yang melebihi
kemampuan manusia (Mannes, 2020). Kecerdasan manusia dapat dioptimalisasi dengan memanfaatkan teknologi
tersebut. Pemerintah Pusat melalui DJPK mengalokasikan sekitar sepertiga APBN dalam bentuk Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD). Oleh karena itu, DJPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang besar tersebut
dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Peran ini dapat diperkuat dengan memanfaatkan teknologi, sehingga DJPK
dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan kecepatan dan akurasi yang
tinggi. Kinerja realisasi pendapatan dan belanja untuk kabupaten/kota secara rata-rata dari tahun 2008 sampai dengan
2018 ditampilkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Kinerja pendapatan diwakili oleh kemandirian fiskal, yaitu kontribusi
pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan, sedangkan porsi belanja modal menjadi ukuran kinerja belanja

daerah.

Gambar 1. Kemandirian Fiskal
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Latar Belakang

Gambar 2. Porsi Belanja Modal
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Map charts tersebut menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Jawa mempunyai kemandirian fiskal
yang relatif lebih tinggi, tetapi porsi belanja modalnya relatif lebih rendah. Hal ini diindikasikan karena
kabupaten/kota dengan kemandirian fiskal yang lebih rendah menerima TKDD dalam jumlah yang lebih
besar yang mana TKDD sebagian besar sudah di-earmarked untuk belanja berbentuk belanja modal.
Bahkan mulai 2017, 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) diwajibkan untuk dibelanjakan dalam bentuk

belanja infrastruktur.

Data tersebut mengindikasikan bahwa TKDD mampu mendorong kabupaten/kota untuk
meningkatkan kualitas belanjanya. Namun, DJPK masih perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi
secara lebih intensif terkait pengelolaan keuangan daerah. Di tahun 2020, Kementerian Keuangan
mempunyai Inisiatif Strategis #12 yang mengamanatkan DJPK untuk membangun interkoneksi data
transaksi antara sistem di pemerintah daerah dengan SIKD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas belanja Pemerintah. Sampai dengan 30 November 2020, 288 dari 542 pemerintah daerah sudah
terkoneksi secara real-time dengan SIKD. Melalui interkoneksi ini, DJPK dapat melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap data keuangan daerah secara real-time. Tantangan berikutnya adalah untuk
memanfaatkan data tersebut agar memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah. Tulisan ini
mengusulkan sebuah model Al untuk menyediakan financial advice secara real-time dan otomatis dalam
rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Mode/ Al for Financial Advisor (AIFA) bagi
pemerintah daerah ini terdiri dari tiga modul, yaitu (i) evaluasi kinerja APBD menggunakan pendekatan
exploratory data analysis (EDA), (ii) forecasting pendapatan dan belanja daerah menggunakan exponential
smoothing dalam rangka perbaikan kualitas manajemen kas, dan (iii) fraud detection menggunakan

Benford's Law sebagai early warning system.
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PENGEMBANGAN AIFA

Gambar 3. Proses Bisnis Eksisting
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Gambar 4. Pengembangan AIFA
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PURWARUPA MODEL AIFA

Modul evaluasi ini menggunakan metode EDA dalam rangka menghasilkan /nsight dari fenomena

yang terjadi dalam pelaksanaan APBD. Evaluasi yang diberikan antara lain berupa (i) analisis kinerja APBD
year-on-year, (ii) word-cloud terkait nomenklatur realisasi kegiatan dalam rangka mengetahui prioritas
kegiatan dalam pelaksanaan APBD, (iii) analisis spasial kinerja APBD, dan (iv) analisis cross-dimention
dengan indikator nonkeuangan (misalnya kinerja penanganan COVID-19). Salah satu contoh penerapan
modul evaluasi APBD, misalnya pada Kab. Buleleng, sebagai berikut:

Gambar 5. Modul Evaluasi APBD
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Kesehatan vs COVID Dari contoh eksplorasi data pada modul

evaluasi kinerja APBD Kab. Buleleng tersebut
Gerontalo dapat terlihat salah satu temuan, yaitu adanya
A ® @ Kaimantan Selatan penurunan kinerja pendapatan dari sektor
Rigu (| J2wa TmurD Jaarta wisata yang terdampak pandemi selama 2020
.Ka\lmantanTengah Kepulauan Bangka Belitung ihi, yakni pajak hotel dan restoran. Leblh
lanjut, pada analisis spasial juga dapat dilihat
kinerja belanja agregat se-provinsi
menggunakan map chart dan kinerja belanja
kesehatan dibandingkan dengan penanganan
COVID-19 di  masing-masing  provinsi
menggunakan quadrant analysis.
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PURWARUPA MODEL AIFA

Forecasting sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas manajemen kas, baik di
Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. DJPK sebagai unit penyalur TKDD dapat
melakukan manajemen waktu penyaluran TKDD berdasarkan forecasting realisasi APBD, misal

%e DJPK melakukan relaksasi penyaluran TKDD dalam hal suatu daerah diproyeksikan
mengalami defisit selama tiga bulan mendatang, dan sebaliknya pada

-]
-]

Saat diproyeksi terjadi surplus, DJPK dapat melakukan penjadwalan ulang terhadap
penyaluran TKDD, sehingga tidak terjadi saldo kas /d/e di daerah yang berlebih.

i
<1<
i<t

AN RN

® Pemerintah daerah juga dapat merencanakan pinjaman jangka pendek pada saat
% mengetahui proyeksi terjadinya defisit dan melakukan investasi jangka pendek dengan
risiko rendah di saat proyeksinya mengindikasikan terjadinya surplus

Purwarupa dari analisis forecasting menggunakan exponential smoothing, misal pada Kab.
Banyuwangi sebagai berikut:

Forecasting Realisasi APBD

Forecast Standarpemda

Periode Kab. Banyuwangi -
2018 2019 2020

Standarutama., Forecas
B 4 Pendapatan, Actual
4. Pendapatan, Estimate
5. Belanja, Actual
32T 5. Belanja, Estimate

29T

26T

23T 26T
2271

20T

Nilaianggaran

September

October
November
December

Color Model Quality Metrics Smoothing Coefficients
Standarutama Level Trend Season RMSE MAE MASE MAPE AIC Alpha Beta Gamma
5. Belanja Multiplicative Multiplicative Multiplicative 00T 00T 005 71% 1618 0.004 0034 0.000
4 Pendapatan  Multiplicative Mone Multiplicative 00T Q0T 033 27% 16383 0209 0000 0000

Hasil forecasting untuk Kab. Banyuwangi tersebut mengindikasikan terjadinya
defisit di akhir 2020 yang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang
mengalami surplus. Prediksi ini dapat digunakan oleh Pemerintah Kab.
Banyuwangi sebagai dasar untuk mencari alternatif pembiayaan dalam rangka
menutup defisit tersebut. Evaluasi dari model forecasting tersebut menunjukkan
nilai MAPE di bawah 10% yang berarti bahwa hasil forecasting tersebut
mempunyai nilai akurasi yang tinggi Gustriansyah (2017).
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PURWARUPA MODEL AIFA

Fraud detection diperlukan sebagai early warning system, baik bagi DJPK maupun pemerintah
daerah. Fraud detection digunakan DJPK sebagai alat untuk membantu menyusun prioritas data daerah
yang memerlukan perhatian lebih untuk diverifikasi. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan
modul fraud detection dalam rangka mengantisipasi adanya data yang anomali atau bahkan indikasi
fraud sebelum mereka berhadapan dengan auditor. Fraud detection di model ini menggunakan Benford's
Law, yaitu hukum yang menyatakan bahwa frekuensi dari kemunculan digit angka pada suatu data
mengikuti pola probabilitas tertentu. Benford's Law untuk digit pertama dari suatu data dapat digunakan
sebagai alat deteksi dini dari adanya indikasi fraud. Jika digit pertama dari suatu data tidak sesuai dengan
frekuensi yang diharapkan dari Benford’s Law, hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya anomali data
atau bahkan sampai pada tingkatan fraud (Nigrini & Mittermaier, 1997, Murhaban & Jufrizal, 2017, Cabarle,
2019). Gambar berikut ini menunjukkan frekuensi kemunculan dari digit pertama yang diharapkan sesuai

dengan Benford’s Law.
Benford’s Law untuk Digit Pertama
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Benford's List Benford's List
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#
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Benford's Check Namapemda Benfond's Check Namapemda
Described by Berford Law Kab. Biak Numfor NOT Deseribed by Beatord Law Kab_ Aceh Timur

Analisis Benford's Law di atas dilakukan dengan membandingkan frekuensi
kemunculan digit pertama di dataset realisasi APBD 2020 dengan frekuensi digit
pertama yang diharapkan terjadi berdasarkan Benford's Law yang kemudian
diuji dengan uji Chi-Square. Data dari Kab. Biak Numfor menunjukkan bahwa
data tersebut sesuai dengan Benford’'s Law, sedangkan data dari Kab. Aceh
Timur diindikasikan terdapat anomali atau bahkan fraud karena tidak mengikuti
pola dari Benford's Law.
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AIFA —

Artificiall Intelligence for Financial Advisor

Simpulan

AIFA dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui
evaluasi kinerja APBD menggunakan pendekatan EDA, forecasting realisasi APBD dalam rangka perbaikan
manajemen kas menggunakan exponential smoothing, dan fraud detection sebagai early warning system
menggunakan Benford'’s Law. AIFA ini diharapkan mampu memperkuat peran DJPK sebagai unit di Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas strategis sebagai pengelola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
pemerintahan daerah. Di samping itu, model ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan daerah yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat.

AIFA juga dapat mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor Nomor 95 Tahun 2018. Salah satu prinsip dari SPBE adalah adanya
interoperabilitas, yaitu adanya koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan sistem elektronik. AIFA yang
memanfaatkan interkoneksi data transaksi melalui SIKD sudah dapat melakukan koordinasi dan kolaborasi
dengan sistem-sistem di pemerintah daerah yang bervariasi, tetapi tetap dapat saling berkomunikasi dan
diintegrasikan melalui SIKD. Hal ini penting untuk pengembangan sistem ke depan yang agile mengingat
platform sistem informasi yang sangat dinamis sehingga dibutuhkan adanya interoperabilitas dalam
pengembangan sebuah sistem informasi. Gambaran dari interoperabilitas AIFA melalui SIKD adalah sebagai
berikut.

Interoperabilitas AIFA melalui SIKD

Sistem Z di Sistem Y di Sistem X di
Pemda C Pemda B Pemda A

Agen SIKD
Sinergi

(SIKD )

ATFA
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